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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOMOR  15  TAHUN  2011 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR  15  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS 
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH  

DI LUAR RUMAH SAKIT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

 Menimbang  : a.  bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi 
dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 
kepada pasien, diiringi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran yang 
memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga 
perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif 
yang memadai melalui pengaturan tarif atas 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah 
Daerah di luar Rumah Sakit; 
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b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan 
Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan 
Pemerintah Kabupaten Bandung di luar 
Rumah Sakit sudah tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pelayanan kesehatan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah 
Daerah di Luar Rumah Sakit. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah–Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang–
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4438); 

 
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

 
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5044); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 
tentang Klinik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 16); 

 
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 
tentang Pedoman Perhitungan Tarif 
Laboratorium Kesehatan; 

 
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 
Tentang Standar Pelayanan Laboratorium 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 

 
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 
tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan; 

 


